MENTER] PENDIDIKAN DAN KERUDAYAAN
REPUBLIK INDOMNESIA

KEFUTUSAN
MENTER! PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDOMESIA

NOMOR D35/0M 857
TENTANG

PERUBAHAN NOMENKLATUR SMA MENJAD! SMU
SERTA DRGANISAS|I DAN TATA KERJA SMU

MEMTERI PENDIDIKAMN DAN KEBUDAYAAN,

Menimbang : bahwa sebagai tindak lanjut dar Peraturan Pemerintah nomor 28
- Tabun 1990 tentang Pendidikan Menengah dan Keputusan
Menteri Pendidikan dan  Febudayaan Nomor 04880071892
tentang Sekolab Mepengah Umum dipandang perdu mengubah
nomenklatur Sekolah Menengah Urmum Tingakat Atas (SRAAY
menjadi  Sekolah Menengah Umum (SMUY dan  mengatur
arganisasi dan tata kerja srmo;

Mengingat . 1. Undang-undang Momor 2 Tahun 19549,

2.  Peraturan Pemerintah Republik [ndongsia;
a. Momor 29 Taker 1990;
b Momor 38 Tabkun 1992;
¢ Momor 30 Tahun 1992;

3. Keputusan Presiden Republik Indanssia:
@ Momor 44 Tahun 1874;
b, MNomor 15 Tahun 15984 sebagaimana telab beberapa
kali diukah, Eerakhir dengan Keputusan Presiden
Republik Indonesia Momor 76 Tahun 1996;
< Momor 96M takhure 19935,



4. Keputusan Meedar Pendidikan dan Kebudayaan MNomor
0480/U/1902,

Memperhatikan © Persetujuan Menteri Megara Pendayagunaan Aparatur Megara
dengan surat Momor §-148/1/97 tanggal 7 Februari 1887;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEFUTUSAN MENTERI PEMDIMEAN DAM KEBLIDAYASMN
REFPUELIK INDOMNESIA TEMNTAMNG PERLUIBAHAN
MOMEMNKLATUR SMA MEMJADH SMU SERTA GRGANISASI
DAN TATA KERJA SMLU,

BAR |
NOMENKLATUR

Pasal 1

Mengubah nomenklatur Sekolab . Mensngah  Umgm Tingkat Atas {(SMAY o
Lirtgkungan Depattemen Fendidikan dan Kebudayaan renjadi Sekolah Menengah
Urnium, yang sefanjutnya dalam Keputusan o dizebot SML,

Pasal 2

{1} Momenklatur dan Penomoran SMU diatur sebagai berikut:

a,  SMU yang berlokasi di Daerah Khusus lbukota Jakarts,. diberd nama
Jakara, deagan nomor menurut ungtan tahun penetapan keputisan
pelembagaan S vang bersangkutan;

b SMU vang berlokasi di kotamadiadota administratif, dibed nama sesuai
narna kKotamadia/kota administratit vang bersanghkutan, dengan nomor
menutyt unetan fahun penstapan keputusan pelembagaan SMU yang
bersanglutan;

¢ SMU vang berlokasi di ibukota kebupaten, dibert ramz sesuvai nama
ibukota kabupaten, dengan nomer menurut omotan tshun penetzpan
keputusan pelembagaan SMU yang berzanghkutan;

d. SMU yang berlokasi di luar ibubota kebupaten, diber nama sezoai nama
kecamatan tempat sekolah bersangkutan berada, dengan nomeor meanurut
urutan  tshun  penetapan keputusan pelembagzan SMU yang
barsanglutar;

27 Dalarm hal terdapat dua afau lebih kesamazan wakiu penetapan keputusan
pelembagaan SMU, vratan pencrmoran SMEU ditetapkan berdazakan nomar
urut dalam keputusan kelembagaan SMU vang bersangkutan.

(3] Katentuan sebagaizmana dimaksud dalam ayat (13 berlaka juga bagi
penomoran SMU sebagai akibat pemekaran wilayah, pindah lokasi, dan
panarbahan unit baru.



BAB I
KEDUDUKAMN, TUGAS DAN FUNGS!

Pasal 3

(1} SMU adalah unit pelaksana teknis pendidikan menengah di Jingkangan
Cepartemen Pendidikan dan Kebudaysan yang hberada di bawah dan
hertanggung jawab kepada Kepala Kantor Wilayah Departermen Pendidikan
dan Kebudayaan di Propinsi.

2y SMU dipimpin oleh seorang Kepala dan dibantu seorang atauw Eebhih Wakil
Kepala

Pasal 4

SMU mempunyai tugas menyelenggarakan umurm program Uga tahun bagi tamatan
Sekolah Lanjukan Tingkat Pertama atau vang sederajat.

Pazal s

Untuk menyelengnarakan tugss sebagaimana dimaksud dalam FPasal 4, SMU

rmemounryal fungsi:

a. pelaksanaan pendidikan umum sesuai dengan kerikuluam yang berlaku;

b, pelaksanaan bimbingan dan kenseling bagi para siswa;

c. pelaksanaan dan pembinaan hubungan kefasama dengan grang tuadwali
sigwa dan masyarakat;

d. pelzksanaan urusan tata usaha dah wrusan rumah tangga Skl

BAB I
ORGANISASI
Pasal §
Crganisast 30U terdini atas:
8.  Kepala;
b, Wakll Kepala;
G Urusan Taka Usaha:
d.  Kelompok Jabatan Fungsisnal,
Pasal 7

Kepala adalah guru yang mempunyai tugas memimpin penyelenggaraan belgjar
mangajar, sertta membina gure, tenaga kependidikan lainrya, dan tenaga
administrasi,



Paszal &
Wakil kepala adzlzh gumi yang mempunyai tugas membanty Kepala dalam
memimpin penyslenggaraan belajar mengajar seda wembina guru, tenaga
kapendidikan lainnya, dan tenaga administrasi.

Pasal 9

Urisan Tatas Usahs mempunyai tugas melaksanakan kegiatan ketatausahaan dan
kerurmahtanagaan SMU seda tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala.

Pasal 10
Kalompok jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan kegisfan jabatan
fungsional masing-masing berdasarkan peraturan  perundang-undangan  yang
kedaku,

Pasal 11

(1) kelompck Jabatan Pungsional terdini atas guru dan jabatan fungsional lainnya
yang diatur berdasarkan peratiran perundang-undangan vang berlaku,

(2] Kelompok Jabatan Fungsional dikoordinasikan oleh saprang enaga fungsicenal
senior berprestasi yang ditunjuk cleh Kepala,

{3 Jurnlah kelempok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud daflam ayat (1)
* ditentukan berdasarkan kebutuhan dan baban ketfa;

{4) Jeniz dan jenjeng jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat {1}
diztur sesuai dengan peraturan panindang-undangan yvang berlakuw,

Pasal 12
Bagan argamsazi SMU tercantum dalam Lampiran 1 Keputusan ini,

BAB IV
TATA KERJA

Pasal 13

Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala, Wakil Kepala, Kepala Urusan Tata Usaha,
dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi,
dan sinkrenisasi batk di ngkungan masing-mastng maupun dengan instansi lain di
juar 5L seslai dendgan tugas pokok masingsmasing.



Pazal 14

Kepalz dan Kepala Urusan Tata Usaha wajib mengawasi pelaksanaan tugas
bawahannya masing-maszing dan bila teradi penvimpangan agar mengambil
langkah-tangkah yang dipedukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan .

Fasal 15

Kepala, \Wakil Kepala, dan Kepala Urusan Tata Usaha wajib mengikat dan,
mematubi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing serta
menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya,

Pazal 16

iepala dan Kepalz Urusan Tata LUsaha beranggung jawab  memimpin,
mengkaordinasikan, dan membina pelaksanaan fugas bawahannya masing-masing
serna mengadakan rapat berkala,

Pasal 17

Kepala dan Kepala Urusan Tata Ussha wajib mengolsh taporan dan menggunakan
taporan dar bawahan sebagai bahan penyoesunan lzporan lebib lanjut.

FPasal 18

Kepala, Wakil Kepala, dan Kepala Urusan Tata Usaha dalam menyampaikan
laporan wajib memberikan tembusan kepada unit lain yang secara fungsiohal
mempunyai hubungan kena.

Paszal 19

Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi setempat
dalam melaksanakan tugas pembinaan wajib  bherkonsultazit dengan  Dirgktur
Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengalt.

BAB Y
BIAYA

Pasal 20
Biaya untuk pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada mata anggaran vang

relevan  di  masing-masing  Kantor Wilayah Departamen  Pendidikan  dan
Kehudayaan,



BAEB Wi
LOKASI

Pasal 21

Sejak diketapkannya Keputusan ini ShU berumlah 2 465 dengan rekapitulasi,
nama, nomor, dan lokasi sehagaimana tercantum datam Lampiran | Keputusan ini.

BAR VI
KETEMTUAN LAIN

Pasal 22
Perubahan atas organisasi dan tata kerja MU ditetapkan oleh Menteri Pendidikan
dan Kebudayaan setelah mendapat persetujuan  fertulis dar Mebber  yvang
bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara.

Pasal 23

SMA vang diselenggarakan oleh masyarakat dengan Keputusan ini

BAB W
KETENTUAN PENLITUP

Pasal 24

Pada zaat mulai bedakunya Hepuatusan i, ‘Kepuiusan Menterd Pendidikan dan
Kebudayaan Normaor 0571041978 dinyatakan tidak betlaku.

Pasal 25
Eepuiusan inf mulal berlaku pada tanggal ditetaphan.

Ditatapkan di Jakartz
pada tanggal 7 Maret 1887

MEMTER| PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,
tid.
Prof. Dr.-lng. Waediman Dijgjonegors



LAMPIRAN 1 KEPUTUSAN MENTERI FENEIDIRAN DAN KEBLDAYAAN
NOMOR 033/0M 987 TANGGAL 7 Maret 1997

BAGAN ORGANISASI sMU

KEPALA
WAKIL KEPALA

URUSAN
TATA USAHA

KELOMPOK :

JABATAN FUNGSIONAL |

MENTER| PEMDIDIKAN DM KEBUDAYAMRN
ttd.
Prof. Dr.-lng. Wardirman Djgjonegoro



LAMPIRAN 1| KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DA KEBUDAYAAN
NOMOR 035/0/1997 TANGGAL ¥ Maret 1897

RERAPITULAS!
DAFTAR PERLBAHAN NGMENKLATUR DAN NOMOR SWA MENJAD! SMU

NGO, PROPINS! JUNLAH $EKGLAH HRETERANGAN
1 Dl Jakarts 115
2 Jawia Barat 279
3 Jawa Tengah 262
4, 01 Yogyakana &0
5 Javia Timur 283
53 Lkl Acah 13
7. Sumatera Utars 165
& Sumatera Barat 29
g, Riau Fi
10 Jarit ot
1. | Sumnatera Selstan ]
12 | Lampumg )
13, | Kalimzntan Barst Gl
.| Kalirmamtan Tengab 40
18, Kalirmantan Selatan 47
i3 Kalimantan- Timmar 44
7. Sulawvesi Wtara T2
i3 | Sulawesi Tengah &0
18, | Sulawesi Selatan 15
200 | Sulawesi Tenggara 44
21 IR &4
23| Bai 46
23, | Nusa Tengnara Barzt =
4. | Musa Tanghara Tiole #
25 | Inian Jaya 3
ZE. | Bengkulu 44
7. | Timar Timur ig
JUMLAH 2455




